BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Dalam Bab berikut ini penulis akan membahas tentang kesimpulan
mengenai topik yang diangkat dari Bab-bab sebelumnya. Mengenai pemenuhan
hak penyandang disabilitas dalam melayani dan menangani saksi korban dalam
proses penyidikan dibutuhkan perhatian khusus dan serius. Melihat dari
fenomena-fenomena yang ada dalam penanganan kasus serta kesulitan

penyandang disabilitas di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait fasilitas dan aksesibilitas
di Polrestabes Bandung, peran Pemerintah merupakan yang paling krusial dalam
hal Kewajiban Negara. Pemerintah sudah menyediakan Undang-Undang Republik
Indonesia No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of
Person with Disabilities (CRPD) dan kemudian menyusul dikeluarkannya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas. Namun dalam implementasinya masih kurang tajam dan nyata di
lapangan, bahwa masih banyak fasilitas yang tidak tersedia untuk membantu dan
mempermudah saksi korban penyandang disabilitas dalam menjalani proses
penyidikan. Kemudian dibalik disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia
No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with
Disabilities (CRPD), terdapat juga tanggung jawab Pemerintah yang sangat berat
dalam memenuhi dan mengakomodir penyandang disabilitas di Indonesia karena
sudah menjadi anggota yang meratifikasi Konvensi Internasional serta menjadi
citra tersendiri bagi Indonesia di hadapan negara-negara anggota yang ikut serta
menandatangani Konvensi tersebut. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh
kurangnya peran Komisi Nasional Disabilitas yang seharusnya memantau,
mengevaluasi, dan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, serta Pemenuhan

hak penyandang disabilitas.
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2. Peran Pemerintah dalam menjalani dan melaksakan Kewajiban Negara juga
harus memperhatikan penyandang disabilitas dalam memberikan bantuan hukum
dan memfasilitasi seseorang yang menjadi saksi korban dalam kejahatan pidana di
Indonesia. Penasehat hukum gratis merupakan solusi dari bantuan hukum
terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut akan sangat membantu penyandang
disabilitas dalam mewakili saksi korban yang tidak cakap dalam memperjuangkan
haknya. Sehingga tim penyidik juga dapat dengan mudah memproses kasus yang
menimpa penyandang disabilitas tersebut. Kemudian dibalik tidak diberikannya
bantuan hukum juga, dinilai bahwa kapasitas dan kapabilitas tim penyidik di
Indonesia juga masih belum mengenali dan memahami betul kriteria serta jenis-
jenis penyandang disabilitas. Dari banyaknya kasus yang tidak diproses dan
ditangani tim penyidik yang menimpa penyandang disabilitas, menunjukkan
bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan prosedural yang diatur di dalam
Pasal 109 ayat(2) UU No.8 Tahun 1981 Tentang Penghentian Penyidikan. Tidak
semata-mata dikarenakan sulitnya berkomunikasi dengan penyandang disabilitas

dan tidak dipenuhinya fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Maka dari itu jika dilihat dari tinjauan serta analisis terkait topik
permasalahan yang diangkat penulis diatas, masih banyak aspek-aspek yang

terabaikan dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

5.2 Saran

Dengan adanya kesimpulan yang ditarik oleh penulis melalui tinjauan dan
analisis yang disampaikan dalam Bab-bab sebelumnya, penulis juga menuangkan

beberapa saran mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. Jika dilihat dari adanya Komisi Nasional Disabilitas yang ditunjuk Pemerintah,
dibutuhkan lagi lebih peka dan kepeduli tinggi dari peran Komisi Nasional
Disabilitas tersebut dan terjun langsung dalam mengawasi pengimplementasian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas di lapangan khususnya di Kantor Kepolisian di Indonesia.
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2. Dalam penanganannya di Kantor Kepolisian, sudah waktunya untuk
menghimbau Aparat dan Penegak Hukum untuk membentuk Polisi khusus yang
menangani serta menguasai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan penyandang
disabilitas, sama halnya seperti dibentuknya Polisi khusus yang menangani
Pemberantasan Begal, Polisi Khusus Penanganan Perempuan dan Anak, dll
Sehingga jika tim penyidik dalam hal penanganannya sudah tidak memiliki
kesulitan serta permasalahan mengenai berkomunikasi dengan penyandang

disabilitas.

3. Pemerintah diharuskan untuk memenuhi serta melengkapi fasilitas serta
aksesibilitas di Kantor Kepolisian tiap Polres yang terdapat di daerah
kabupaten/kota dan Polrestabes di setiap kota-kota besar. Menurut penulis hal
tersebut harus dimulai dari kantor pusat yang ada di setiap domisili, karena
mengingat jika diterapkan langsung ke tiap polsek di setiap kecamatan merupakan
hal yang sangat sulit dan akan membutuhkan dana yang sangat besar untuk secara

langsung memenuhinya di seluruh Indonesia.
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